BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMCR 1 TAHUN 2009

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, menyatakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) sampai batas waktu yang ditetapkan tidak mengambil
keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan
daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar
angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan
setiap bulan yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah
tentang APBD,

b. bahwa berhubung sampai dengan tanggal 30 November 2008 DPRD
Kabupaten Banyumas belum memberi persetujuan terhadap Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD vyang telah dibahas, maka untuk
memperoleh persetujuan Gubernur Jawa Tengah guna melaksanakan
pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang APBD Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2009.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 18985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah  dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 35649)

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1897 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
MNomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomeor 18 Tahun 1997 tentang
Fajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1887 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1857
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1899 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
| embaran Negara Republik Indonesia Nomar 4355)

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomar 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

10.Undang-Undang Momor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 MNomar 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undnag
Nomar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
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12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia MNomor 4438);

13.Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139),

16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomaor 37 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Parwakilan Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4540);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 4502);

18. Peraturan Pemerintah Namor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503},

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574},

20. Peraturan Pemerintah Nomeor 55 Tahun 2005 tentang Dana Ferimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575},

21.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informas
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576),
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22 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 4577);

23 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

24 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25 Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

26 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor B9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009,

29.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2009,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut

Pendapatan Daerah Rp  928.013.856.288,00
2. Belanja Daerah Rp 657.105.985.374,00
Surplus Rp  270.907.870.914,00



3. Pembiayaan Daerah !

a. Penerimaan Rp 0,00
b. Pengeluaran Rp 0,00
Pembiayaan Netto Rp 0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp  270.807.870.914,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 95.370.045.696,00
b. Dana perimbangan sejumlah Rp 760.076.541.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp 72.567.269.502,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pendapatan :

Pajak daerah sejumlah Rp 18.745.262.472,00

b. Retribusi daerah sejumiah Rp 58.847.175.985.00

¢. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 5.351 668.903,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp 12.425.938.336,00

b

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp 47.778.190.000,00
b. Dana alokasi umum sejumlah Rp 702.152.351.000.00
c. Dana alokasi khusus sejumiah Rp 10.146.000.000,00

_ {4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari

jenis pendapatan

a. Hibah sejumiah Rp 0,00

b. Dana darurat sejumlah Rp 0,00

c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah
Rp36.415 945092 .00

d. Dana penyesuaian dan ofonomi khusus sejumliah Rp 13.573.250.600,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah
Rp22.578.073.900,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja tidak langsung sejumlah Rp 563.489.887 630,00
b. Belanja langsung sejumiah Rp 93.606.097 744 00



(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a.

@ ~o a0 T

h.

Belanja pegawai sejumlah Rp 563.4989 887 630,00

Belanja bunga sejumlah Rp 0.00

Belanja subsidi sejumlah Rp 0,00

Belanja hibah sejumlah Rp 0,00

Belanja bantuan sosial sejumiah Rp 0,00

Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa sejumlah Rp 0.00
Belanja bantuan keuangan kepada provinsitkabupaten/kota dan pemerintah desa sejumiah
Rp 0.00 !

Belanja tidak terduga sejumlah Rp 0,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a.
b.
G.

Belanja pegawai sejumlah Rp 15.412.048.000,00
Belanja barang dan jasa sejumlah Rp 68.228.651.357,00
Belanja modal sejumlah Rp 9.964.398.387,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.
b.

Penerimaan sejumlah Rp 0,00
Pengeluaran sejumlah Rp 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dan jenis pembiayaan :

a.

S WS

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumiah Rp 0,00
Pencairan dana cadangan sejumlah Rp 0,00

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 0,00

Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00

Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0.00

Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a
b.
.

d.

Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 0,00

Penvertaan modal (Investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp 0,00
Pembayaran pokok utang sejumiah Rp 0,00

Pemberian pinjaman daerah sejumliah Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, tercantum dalam lampiran | dan lampiran |l



Pasal 6

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal § Januari 2009
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